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DEFINISI DAK SESUAI UU N0.33/2004

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah
dan sesuai dengan Prioritas Nasional

Pasal 292 Ayat (4) dan UU No0.23/2014

““Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
pembangunan nasional mengoordinasikan usulan kegiatan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan
didanai DAK dan (5) Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pengalokasian
DAK... ¢
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* TerdapatBpenambahanZEidangEDAKE

DA KEI-A .20 18 Regulerbaru yaituBAirBMinum&ianBanitasil

untuk@nendukung@®emenuhaniargetp!

DAKREGULER DAKBAFIRMASI DAKPPENUGASAN pelayanan@asarf{SPM)BertaPasar@an
Tujuan:RUntukBenyediaan@elayanan@asark Tujuan:EMempercepatPembangunant Tujuan:EMendukungPPencapaian®rioritas JalanEUntuklifnendukungﬁketersediaa?n
sesuaiflUMNo.R23mMahun?014fentangk infrastruktur@an@elayanan@asar@yang Nasional@ahun018¥ang@nenjadil sarprasi@alamBmendukungibencapaianf
Pemerintahan®aerah@engan@arget? fokus pada@.okasi®Prioritas?Kecamatan)r kewenanganMaerah@enganiingkup? Program®residen@Ekonomi@Berkeadilan.
pemenuhaniStandar®Pelayanan@inimalz padafab/Kotafang@ermasukitategoril kegiatan®ang@pesifik@ertadokasil
(SPM)@lanEnendukungiketersediaan®aranall  daerah@perbatasan,®epulauan,Rertinggal, prioritasertentu. * TerdapatBpenambahan@BbidangPDAKE]
danBprasarana@intukZpencapaianProgrami dan@ransmigrasifArea/SpatialBased). Afirmasitbarudaitu®endidikan,FAir2
PresidenZEkonomi@Berkeadilan Minum,BdanBanitasi,Euntuk@nenunjang?

1.Pendidikan 10.®ariwisata 1.XKesehatanfdPuskesmas) 1.®Pendidikan (SMK) pelayanan@asar@i@vilayahBfirmasi,BEmenuld
2.XKesehatan@ank 11.3alan 2.Perumahan@an@Permukiman 2.Kesehatan (RSRujukan@anRS d'mu_ngk'nk.angamaﬁde,nganBDAKmeguIer’
tetapiBlokasinya@likunci.
KB Pratama)
3.E\irminum 3.|3-ransp0rtaSi 3.|3\il'|3\/|inum . Se|a|n Smﬂdang DAKmenugasan Eks|st|ng
4.Banitasi 4.Pendidikan 4.Banitasi Tahun 2017,@erdapat penambahan 1
5. han@ang . . bidang DAK®lari Kementerian Lingkungan
: erur-na sl 5.RAirfMinum 5.@alan Hidup dan Kehutanan yang®ebelumnya
Permukiman berada ditbawah Bidang DAK@®Penugasan
6.®asar 6. Sanitasi 6.drigasi IrigasitlanBanitasi Tahun 2017. Pemisahanl
bidang@AK@ilakukanigariimplementasil
7.3KM 7.®@Pasar kegiatanPapat@erlangsungebih@aik?
dibandingkan@ahun2017.
8.@Pertanian 8.EnergiBkalaXecil
. . * Terdapattbidang® bidang®angp!
9.Kelautan@ant] 9.Aingkunganidup dan kemungkinan@amakatauerdapat@ilebih
Perikanan Kehutanan dari2@enis@DAK,Bhamuniberbeda@alam

fokusﬁmenuﬂlegiatanﬁuanﬁlokasin@a.



LANGKAH PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018 : 5

wii.  PENGUSULAN DAK FISIK TAHUN 2018 MELALUI APLIKASI E-PLANNING ™z
I

5 « Sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI
Kementerian PPN mengenai “Satu ysulan dgnggn menggunakan
. teknologi informasi”, telah dirintis pengembangan
e-Planning aplikasi e-planning untuk pengusulan DAK Fisik
Single Sign On Tahun 2018,

« Aplikasi ini dirancang untuk menjadi satu portal
pengusulan DAK Fisik dari pemerintah daerah
yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder
(lintas K/L dan lintas Pemerintah Daerah) yang
merupakan bagian dari sistem e-planning secara
keseluruhan yang dipergunakan dalam
penyusunan RKP Tahun 2017.

iy R M e e - Bttt Brvssnmt ettt Bt inemm  Ohaanas Avper

UL No. 33 Tahun 2008 tentan ']

Gmtme " chagian Sepads Dearahtartenty dengan toun ek - Pada tanggal 11 - 21 April 2017 akan dilakukan
Bt hea e e e Sosialisasi Aplikasi e-planning DAK di Bappenas
:u".:“.;...,.’.”," — dengan mengundang Bappeda dan DPKAD
. Pogadigd Prov/Kab/Kota
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No. Instansi Peran dalam e-planning DAK

1. Pemerintah Kab/Kota * Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018
* Menyampaikan data realisasi DAK Tahun 2015,2016 dan 2017

2. Pemerintah Provinsi * Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018
* Memberikan rekomendasi terhadap usulan Pemerintah Kab/Kota
* Menyampaikan data realisasi DAK Tahun 2015,2016 dan 2017

3. Kementerian PPN/ * Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara usulan pemerintah daerah dengan lokasi

Bappenas prioritas

* Melakukan penilaian tehadap usulan pemda berdasarkan kriteria kesesuaian dengan Lokasi
Prioritas dan target PN

4. Kementerian Keuangan * Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda

* Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan
kapasitas fiskal daerah dan negara

* Mengalokasikan DAK per-daerah sesuai hasil penilaian usulan

5. Kementerian Dalam * Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dengan urusandaerah (merupakan urusan daerah
Negeri sesuai UU No.23 Tahun 2014)
5. K/L (teknis) * Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda sesuai dengan kebijakan dan target DAK 2018

yang telah dirancang
* Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah
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* \l/ DAK

e-Proposal ——>

| IsiData Realisasi Masuk Data Teknis Belum
. DAK DAK
Selesai Selesai
Isi Data Teknis Wajib mengisi clesal Masuk Pemetaan e-Proposal di-Tambah .| Masuk Usulan DAK Verfikasi Bangda
dan Opsional Bidang data teknis DAK 2018 ke DAK Tahun 2018 Kemendagri
wajib? 4
Tidak Menambahk
Simpan < Isi Data Pendukung < Isi Update Data < ane- — :
Proposal? Verfikasi dan Scoring
Bappeda Provinsi
A
Upload Scan Surat va
Belum Sudah Isi Selesai . Pengantar yg telah .
Data > P”Qt:‘;{ai P"ttngla”.tar —> dittd Kepala Daerah > End (Long LisY) Isi e-Proposal Baru
Realisasi an Rekapituiasi dan cap basah serta
Rekapitulasi
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. . ------------_—_-_—--------------------------------1
L. Penentuan Trilateral Meeting | Konsolidasi dan Uji Coba Sistem Sosialisasi Rancangan Penyampaian Proposal o
Penetapan Prioritas Bidang DAK DAK | E-Planning untuk Proposal DAK  Awal Kebijakan DAK oleh Daerah Penilaian Proposal Usulan Forum Konfirmasi I
Nasional 20 Februari 2017 23 Maret 2017 1 Minggu Ke-1 DAK Bersama Pusat-Daerah |
are . il-Mei i-Juni .
Desember 2016 I 30-31 Maret 2017 April 2017 April-Mei 2017 Mei-Juni 2017 Juli-Agustus 2017 i
Tujuan: |
. | Tujuan: Tujuan: Tujuap: Tujuan: KZ::II;Z:SI roascljsal '
Tujuan: Tujuan: Tujuan: | Finalisasi sist Sosialisasi arah Penerimaan proposal Menilai proposal usulan p prop |
bahas d Membahas dan Inafisast sistem e- N , usulan sekalieus usulan DAK kepada
Penetapan PN, PP, dan Membahas dan lanni bagai | kebiiakan. bidane. dan g DAK berdasarkan format |
. menvepakati | planning sebagai porta ] ’ g lakuk ifikasi | " R daerah, serta
KP untuk tahun 2018 menyepakati yep | menu kegiatan kepada melakukan verifikasi awa penilaian (lokasi prioritas, I
. ii kebijakan sasaran, I utama pengusulan 8 P kait kelengk o ; pembahasan menu dan
Peran: arah kebijakan ] ’ | leh daerah sekaligus terkait kelengkapan kriteria teknis, serta
P menu, lokasi I proposa DAK ole g | kapitulasi . lokus DAK Peran: I
Bappenas dan Bidang DAK , Daerah bimbingan teknis proposal (rekapitulasi rekomendasi menu dan
rioritas, dan aera 8 | | Bappenas, Kemenkeu, |
Tahun 2018 prioritas, dar I Peran: kepaada Pemda Peran: usulan, usuian per lokus) yang telah dan K/L Teknis. DPD
Peran: kriteria teknis I Bappenas, Kemenkeu Bappenas, Kemenkeu, bidang, dan data teknis) ditetapkan dalam Trilateral an K/L Teknis, I
Bappenas DAK I ’ : dan K/L Teknis melalui sistem e-planning Meeting DAK |
(Melalui RAPIM) Peran: I Peran: Peran: Rakor Pusat 1
Bappenas, Bappenas, Kemenkeu, Bappenas, Kemenkeu, dan
Kemenkeu, dan | dan K/L Teknis K/L Teknis Agustus 2017 :
K/L Teknis Tuj :
enyesualan Lokus
Penyusunan Kegiatan, menu dengan
Penetapan Perpres Penetapan Perpres Rapat Paripurna Rancangan Awal Juknis Pagu Indikatif
Juknis Pagu Alokasi DAK DPRRI Rakor Pusat Il dan Juklak E:;aptnas Kemenkeu
Desember 2017 November 2017 Oktober 2017 Okt 2017 Sept 2017 dan K/L Téknis '
Sidang DPOD terkait
rujuan: Tujuan: Tujuan: Tujuan: Tujuan: Rapat Panja TKDD Kebijakan DAK
’ Alokasi ditetapkan yang Penyampaian hasil Penyesuaian Lokus Penyusunan draft awal  Sept 2017 Agustus 2017
Penetapan dan . ; d .
N ) akan memuat alokasi, pembahasan Kegiatan, menu dengan petunjuk teknis Tuiuan: Tujuan:
Sosialisasi Petunjuk dan lok iorit Pagu Definitif per Daerah Juan: . ; .
Peran: Peran: Peran: berdasarkan hasil TKDD dalam RUU APBN 2018 sebelum dibahas
kepada daerah B K k e
. Bappenas, Kemenkeu, dan DPR RI, Bappenas, appenas, Remenkeu, kesepakatan dalam T™M fan Nota Keuangan bersama legislatif
Peran: K/L Teknis Kemenkeu, dan K/L dan K/L Teknis DAK p . Peran:
Bappenas, Kemenkeu, Teknis eran: DPOD, K i
: Peran: , Kemendagri, Bappenas,
dan K/L Teknis DPR RI, Bappenas & ,
Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenkeu Kemenkeu, dan K/L Teknis

K/L Teknis 8
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